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1. Pasal 3 (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 

2007 dan sebelumnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diajukan secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia; b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong 

atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang 

menjadi dasar penghitungan; c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, 

untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak; d. diajukan dalam jangka 

waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal: 1) surat ketetapan pajak diterbitkan; atau 2) pemotongan atau 

pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu 

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak; e. Surat Keberatan 

ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib 

Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan f. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP. (2) Dalam hal Surat Keberatan yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, huruf b, huruf c, atau huruf e, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut 

dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d terlampaui. (3) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima. (4) Pengajuan keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak menunda kewajiban membayar pajak sebagaimana 

tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan b. tidak menunda 

pelaksanaan penagihan pajak.

2. Pasal 4 (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 

2008 dan sesudahnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diajukan secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia; b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong 

atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang 

menjadi dasar penghitungan; c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, 

untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak; d. Wajib Pajak telah melunasi 

pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan 

disampaikan; e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal: 1) surat ketetapan pajak 

dikirim; atau 2) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat 

menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan 

Wajib Pajak; f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan 

ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa 

khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan g. Wajib Pajak tidak 

mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP. (2) Dalam hal 

Surat Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf f, Wajib Pajak dapat melakukan 

perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) 

bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terlampaui. (3) Tanggal penyampaian Surat 

Keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal Surat 

Keberatan diterima. (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar yang tidak disetujui dalam 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebagaimana tercantum 

dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan belum dibayar pada saat 

pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat 

Keputusan Keberatan.
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Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasal 2 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan 

Pajak Lebih Bayar; Surat Ketetapan Pajak Nihil; atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (2) Dihapus. (3) Wajib 

Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau 

isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari 

pemotongan atau pemungutan pajak. (4) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi 

atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak 

dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Keberatan. (6) Surat Keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dasar Hukum 

mengacu pada PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/PMK.03/2015 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG 

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Keberatan

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200    
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